
 93

e-ISSN 2580-4766
p-ISSN 2443-3918

Jurnal Membaca
http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurnalmembaca

Volume 5 Nomor 2 November 2020

MODEL ANALISIS PEMBUKTIAN PIDANA HOAKS
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Andika Dutha Bachari
Program Studi Linguistik Sekolah Pascasrjana UPI

Pos elektronik: andika@upi.edu

Abstrak
Maraknya Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dalam Dua tahun terakhir me-

ningkat tajam. Data yang dirilis oleh Direktorat Tindak Pidana Siber penanganan kasus 
penyebaran pemberitahuan dan/atau berita bohong meningkat tajam, sekitar 2609 kasus 
dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 624 kasus. Dalam satu tahun ter-
jadi peningkatan sebesar 418%. Kepolisian Republik Indonesia sangat berkomitmen untuk 
melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku penyebaran berita bohong (fake 
news). Karena hoax news yang tersebar viral menuntut ongkos sosial yang sangat mahal 
dengan logika itu, Polri telah menetapkan penanganan rtindak pidana penyebaran bohong 
sebagai prioritas di setiap tahun. Dalam praktik penanganan perkara penyebaran pembe-
ritahuan bohong, ya, POLRI mutlak membutuhkan ahli bahasa didalam proses penyidikan 
yang dilakukannya karena pada umumnya barang bukti uang diajukan kepada polisi 
berupa data kebahasaan, baik lisan maupuun tulisan untuk mengungkap dengan jelas 
apakah suatu perkara yang dilaporkan dengan aduan penyebaran berita bohong yang 
diprosesberdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diamanatkan 
Pasal 184 KUHAP mengatur ketentuntuan bahwa penyidik berhak memanggil ahli di dalam 
proses penyidikan agar perkara yang tengah ditangani menjadi terang dan tertangkap 
pelakunya dengan memperhatikan persoalan seperti yang telah dikemukakan. Kajian ini 
akan berupaya untuk mengembangkan model pembuktian rindak pidana penyebaran 
berita bohong berbasis teori pragmatik, khususnya teori yang digagas oleh Austin (1962); 
Recanati (1986). Sementara itu, Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah 
metode deskriptif dengan desain pengembangan model, konsep, prosedur dan/atau 
langkah-langkah yang dapat digunakan untuk membuktikan ada tidaknya unsur pidana 
dalam pemberitahuan/berita bohong yang disampaikan oleh seseorang dalam peristiwa 
komunikasi tertentu (Speech event) hasil analisis menunjukkan bahwa dalam meng-
analisis data kebahasaan yang dijadikan sebagai barang bukti terjadinya tindak pidana 
penyebaran berita bohong, seorang ahli bahasa yang ditugaskan yuntuk memberikan pen-
jelasan kepada penyidik sudah semestinya harus menempatkan barang bukti yang menjadi 
barang bukti terjadinya tindak pidana penyebaran hoax (kalimat/tuturan) sebagai unit 
analisis yang termasuk sebagai tuturan konstatif,yaitu tuturan yang tidak berdimensiu 
tindakan(Verifikasi kebenaran informasi dalam barang bukti dapat dilihat melalui analisis 
aspek fonologi, morfologi, dan semantik.

Kata Kunci: Berita Bohong, Penyidikan, Model Pembuktian, Sistem Peradilan Pidana, Polisi.
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PENDAHULUAN
Pada 2015, Angella Markel mengenalkan

gagasan Revolusi Industri 4.0 dalam acara
World Economic Forum (WEF) yang ber-
langsung di Jerman. Negara yang dipimpin
Markel tersebut menggelontorkan modal se-
besar €200 juta guna menyokong para akade-
misi, pemerintah, dan para pebisnis untuk me-
lakukan penelitian lintas ilmu terkait Revolusi
Industri 4.0. Dalam proyek tersebut, Jerman
tidak melakukannya secara sendirian untuk
melakukan penelitian serius mengenai Revo-
lusi Industri 4.0, tapi Amerika Serikat turut
melakukan juga hal yang dilakukan oleh
Jerman dengan menggerakkan konsep Smart
Manufacturing Leadership Coalition (SMLC)
(Swink, 2014 h:1), yaitu sebuah organisasi
nirlaba yang terdiri atas produsen, pemasok,
perusahaan teknologi, lembaga pemerintah,
universitas dan laboratorium yang memiliki
tujuan untuk memajukan cara berpikir di
balik gagasan tentang Revolusi Industri 4.0.

Semangat era Revolusi Industri 4.0 yang
digagas oleh Markel merupakan sebuah per-
kembangan yang lahir akibat adanya interaksi
baru antara manusia dan instrumen komuni-
kasi. Salah satu prinsip revolusi industri 4.0 di
antaranya adalah kebutuhan akan bantuan
teknis yang mencakup; (a) kemampuan sistem
bantuan untuk mendukung manusia dengan
cara menggabungkan dan mengevaluasi in-
formasi secara sadar untuk membuat kepu-
tusan yang tepat dan memecahkan masalah
yang mendesak dalam waktu sesingkat-sing-
katnya. (b) kemampuan sistem untuk mendu-
kung manusia untuk melakukan berbagai
tugas yang tidak menyenangkan, dan terlalu
melelahkan, atau tidak aman. Prinsip lain dari
era Revolusi Industri 4.0 adalah adanya kepu-
tusan terdesentralisasi yang merupakan ke-
mampuan sistem fisik serta maya dalam
membuat keputusan secara mandiri untuk
menjalankan tugas seefektif mungkin (Her-
mann, 2016). Pernyataan tersebut merupakan
sebuah pemahaman bahwa bantuan teknis
dapat berupa bantuan virtual dan fisik.

Dengan logika tersebut, masyarakat industri
4.0 memiliki kecenderungan untuk bergan-
tung pada aktivitas komunikasi. Salah satu ciri
masyarakat industri 4.0 adalah mudahnya
mengakses medium komunikasi untuk me-
nyatakan maksud komunikasi dalam berinter-
aksi. Kondisi tersebut mendorong terciptanya
sebuah realita yang disebut dengan Big Data.
(Toba, H.: 2015). Keberadaan Big Data seba-
gai fakta objektif dalam masyarakat 4.0 telah
melahirkan daya paksa yang luar biasa besar
terhadap manusia yang hidup di era Industri
4.0 dalam berkomunikasi. Komunikasi tidak
lagi dimaknai sebagai aktivitas pertukaran
pesan belaka tetapi sebagai sebuah peristiwa
sosial (social event) yang dirancang untuk ber-
bagi kepentingan yang berdimensi duniawi.
Akibatnya, persfektif orang terhadap aktivitas
komunikasi tidak lagi berorientasi pada nilai-
nilai Ilahiah yang menjungjung tinggi nilai-nilai
kebenaran dan kemanusiaan. Pola kehidupan
masyarakat industri 4.0 telah membentuk
mindset individu dalam berkomunikasi guna
memenuhi hasrat duniawinya sehingga dalam
konteks kekinian lalu lintas informasi yang
tersebar melalui perangkat teknologi tidak lagi
dapat dipastikan nilai kebenarannya. Hal yang
terjadi justru sirkulasi informasi yang terjadi
dijejali dengan perputaran informasi bohong
(hoax/fake news) yang berakibat orang-orang
yang hidup di jaman industri 4.0 tidak menda-
patkan haknya untuk menerima informasi
yang terjamin nilai kebenarannya. Bahkan hal
yang terjadi akibat massifnya peredaran berita
bohong situasi sosial di jaman industri 4.0
rentan dengan aksi keonaran dan kekacauan
yang berbuntut lahirnya berbagai bentuk ke-
kerasan. Orang di jaman industri 4.0 memiliki
watak selalu curiga terhadap peredaran infor-
masi yang diaksesnya. Hal ini tentu saja me-
rupakan keadaan sosial yang tidak sehat dan
dibuktikan dengan banyaknya pengaduan
delik Pidana penyebaran berita bohong (hoax
/fake news).

Tuturan yang berdampak hukum sema-
cam ini sangat mengganggu harmonisasi ling-
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kungan sosial pada masyarakat industri 4.0.
Berikut ini dapat dilihat jumlah laporan delik
Pidana penyebaran berita bohong dalam
konteks kehidupana masyarakat Indonesia di
era industri 4.0. Data yang dirilis oleh Direk-
torat Tindak Pidana Siber Barekrim Polri
dalam 3 tahun terakhir (2015 s.d 2017) telah
menunjukan bahwa delik Pidana penyebaran
berita bohong yang dilaporkan kepada aparat
penegak hukum sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 15 UU RI
Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana menunjukkan bahwa pelapor-
an terhadap delik pidana penyebaran berita
bohong termasuk ke dalam tiga jenis pelaporan
pidana yang paling banyak dilaporkan kepada
aparat penegak hukum, setelah pelaporan tin-
dak pidana penghinaan dan pencemaran
nama baik dan ujaran kebencian berdasarkan
SARA. Dalam proses penyelidikan/penyi-
dikan perkara Pidana yang berbarang bukti
data kebahasaan (language as legal evidence)
bukanlah persoalan yang mudah untuk dilaku-
kan oleh aparat penegak hukum untuk mem-
buktikannya. Dalam proses penyelidikan/pe-
nyidikan tersebut, seorang penyidik memerlu-
kan bantuan ahli bahasa sebagaimana diatur
dalam Pasal 184 KUHAP untuk dimintai ke-
terangan agar delik pidana yang dilaporkan
itu menjadi terang benderang. Namun demi-
kian di kalangan ahli bahasa yang diminta
untuk memberikan keterangan sebagai Saksi
ahli dalam penanganan perkara pidana yang
berbarang bukti data kebahasaan. Sampai saat
ini, belum um ada satupun metode baku yang
dapat digunakan sebagai salah satu teknik ana-
lisis digunakan dalam pembuktikan ada tidak-
nya unsur Pidana di dalam barang bukti ke-
bahasaan yang dilaporkan sebagai perebuatan
menyebarkjan pemberitahuan/berita bohong.
Hal ini tentu saja merupakan persoalan besar
yang dapat menghambat terwujudnya rasa
keadilan bagi masyarakat Indonesia dan meng-
ganggu terciptanya kepastian hukum sebagai-
mana yang diamanatkan dalam konstitusi
negara. Dengan logika tersebut, penelitian ini

diarahkan untuk menyusun prosedur baku
dalam pembuktian delik perkara pidana pe-
nyebaran pemberitahuan dan/atau berita
bohong dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia Indonesia. Sehingga dengan adanya
model pembuktian penyebaran berita bohong,
jaminan penegakan hukum yang berkualitas
dan terwujudnya kepastian hukum akan dapat
dirasakan oleh masyarakat Indonesia karena
model pembuktian delik pidana penyebaran
berita bohong merupakan logika hukum yang
dapat dirujuk dalam menyelesaikan delik pidana
penyebaran berita bohong (hoax/fake news).

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan
melalui pertanyaan seperti berikut: “Bagai-
mana model pembuktian penyebaran Pem-
beritahuan/berita bohong berbasis analis
Pragmatik, khususnya teori tindak tutur?

 Tujuan penyusunan model pembuktian
delik pidana penyebaran hoax (bohong) ber-
basis teori Pragmatik Berdasarkan Sistem
Peradilan Pidana di Indonesia

KAJIAN PUSTAKA
Dalam praktik penegakan hukum yang

dilakukan Polisi melalui proses Penyelidikan
dan Penyidikan. Ahli yang dipanggil penyidik
dibutuhkan untuk untuk mengungkap agar
dugaan tindak pidana penyebaraan berita
bohong yang sedang ditangani penyidik men-
jadi terang benderang sehingga dapat dipro-
ses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam sistem peradilan pidana di Indo-
nesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP (Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana) di
Indonesia. Terkait dengan proses penegakan
hukum dalam perkara Penyebaran Berita
Bohong, peran ahli bahasa memiliki keduduk-
an yang sangat sentral karena keterangan ahli
bahasa dapat menjadi alat bukti yang diguna-
kan oleh polisi sebagai petunjuk untuk menen-
tukan apakah perbuatan yang dituduhkan ter-
hadap terduga pelaku penyebaran berita
bohong dapat memenuhi unsur pasal yang
disangkakan. Mengingat pentingnya peran
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dan kedudukan ahli bahasa dalam konteks
penegakan hukum dalam perkara pidana
penyebaran berita bohong, maka seorang ahli
bahasa dituntut untuk memiliki kemampuan
menganalisis barang bukti kebahasaan sebagai
hard evidence dalam perkara pidana penyebaran
berita bohong (Sokal, 2010: h. 442).

Berikut adalah salah satu model yang di-
kembangkan untuk menganalisis data kebaha-
saan yang dijadikan sebagai barang bukti ter-
jadinya tindak pidana penyebaran berita
bohong berbasis analisis Pragmatik, khusus-
nya teori tentang Tindak Tutur yang dikem-
bangkan Austin (1962) & Tiersma yang me-
rupakan tonggak penting yang mempenga-
ruhi perkembangan kajian pragmatik hingga
saat ini. Buku yang memuat secara detail hasil
analisa penggunaan bahasa sehari-hari (ordi-
nary language) telah menandai perubahan arah
kajian linguistik yang pada saat itu didonimasi
pandangan kelompok positivisme logis. Alir-
an Filsafat yang dikembangkan dan digagas
oleh Michell (lihat Skinner: 1967) dan dikem-
bangkan oleh Bloomfield (1928) di Amerika.
Ada dua bagian penting dari pemikiran Aus-
tin yang akan diungkap pada bagian ini, yaitu
terkait dikotomi tuturan konstatif  performa-
tif, dan teori tindak tutur (Spech-Acts). Austin
adalah salah seorang filsuf bahasa yang sangat
cermat dan teliti mengkaji bahasa pragmatis.
Menurutnya, dalam segala situasi, ketika ber-
bicara atau berkomunikasi, kita tidak hanya
menyatakan kalimat saja, tetapi juga melaku-
kan suatu tindakan. Latar belakang filosofis
teori ini sebenarnya merupakan perlawanan
terhadap aliran yang dikembangkan oleh para
filsuf positivisme logis yang menyatakan
bahwa sebuah tuturan atau pernyataan memi-
liki makna, sejauh mendeskripsikan keadaan
faktual dan berkorespondensi postif dengan
realitas (Austin, 1962: h.2).

Bagian penting dari tugas seorang ahli
bahasa yang dilibatkan dalam penanganan
delik berita bohong, harus memahami unsur
pasal dan ketentuan yang digunakan pelapor/
penyidik untuk menjerat pelaku. Hal yang

harus diingat pertama kali bahwa ahli harus
memandang barang bukti yang diadukan
pelapor/penyidik itu termasuk kategori yang
manakah, apakah yang disebarkan si pelaku
itu berita (produk jurnalistik) kabar, dan/atau
pemberitahuan karena merupakan sama-sama
informasi. Namun, tetap saja ketiganya memi-
liki dampak hukum yang berbeda. Sebagai
contoh, jika informasi yang disebarkan adalah
berita (produk jurnalistik), maka penanganan-
nya tidak langsung melalui ahli bahasa tapi
harus dilakukan melalui mediasi Dewan Pers.
Selanjutnya, analisis benar-tidaknya, informasi
yang disebarkan seseorang itu tergolong
bohong atau tidak, seorang ahli bahasa sebe-
lum melakukan verifikasi dengan teks ban-
dingan, ahli harus memperhatikan aspek inter-
nal (struktur) bahasa yang terkecil dulu. Sebagai
contoh sekira Juni 2020 yang lalu se-seorang
tinggal di Sulawesi Utara, pernah membuat
posting dengan Kalimat Putri ke-5 Gus Dur
meninggal terperosok Jurang di Hutan Bon-
dowoso. Kalimat tersebut tentu saja bohong
karena Almarhum Gus dur hanya memiliki
anak sampai 4 orang banyak-nya. Dengan
demikian perlu ditegaskan bahwa tuturan yang
merupakan barang bukti tindak pidana penye-
baran bohong harus dipandang sebagai tuturan
yang tidak berdimensi tindakan atau tuturan
konstatif (Lihat dan Tiersma, 1986: 72).

Hal yang pertama harus dilakukan oleh
seorang Ahli Bahasa dalam menganalisis
barang bukti perkara tindak pidana penyebar-
an berita bohong adalah merumuskan unsur
pasal yang digunakan untuk menjerat terduga
pelaku tindak pidana penyebaran berita
bohong. Jika ketentuan yang digunakan untuk
menjerat terduga pelaku tindak pidana
penyebaran berita bohong adalah ketentuan
Lex Generalis, maka ahli bahasa harus meru-
muskan unsur pasal tersebut seperti berikut:

Unsur Barang siapa, dalam pasal ini me-
rujuk kepada individu ataupun korporasi yang
mampu melaksanakan perbuatan hukum.
Artinya, terduga pelaku tindak pidana penye-
baran berita bohong bisa bersifat perorangan
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maupun kelompok.
Unsur menyiarkan, dilihat dari bentuk

kata Menyiarkan yang mengandung konfiks
MeN-kan, maka makna gramatik dari konfiks
yang membentuk kata tersebut adalah mela-
kukan tindakan untuk orang lain. Dengan
demikian siapapun yang melakukan tindakan
sehingga sebuah berita atau pemberitahuan
menjadi tersebar bagi orang lain, maka tindak-
an tersebut tergolong sebagai tindakan me-
nyebarkan. Dalam praktiknya tindakan me-
nyebarkan dapat dilakukan melalui berbagai
modus seperti berteriak, menulis, dan lain
sebagainya.

Unsur Berita, adalah produk jurnalistik
yang dihasilkan oleh seorang wartawan mela-
lui aktivitas jurnalistik yang dilakukannya
dengan tujuan untuk menyampaikan infor-
masi kepada khalayak. Hal ini berarti bahwa
seorang ahli bahasa harus mampu menentu-
kan apakah barang bukti yang dijadikan dasar
adanya pengaduan tindak pidana penyebaran
berita bohong itu tergolong ke dalam berita
ataukah bukan.

Unsur Pemberitahuan adalah informasi
yang disampaikan oleh seseorang karena ke-
perluan dan kewenangannya untuk memberi-
tahukan informasi tersebut kepada orang lain.

Unsur Bohong. Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia Lema Bohong diartikan
dengan pengertian tidak sesuai dengan hal
(keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya.

Unsur Dengan sengaja adalah cara yang
dilakukan seseorang atau kelompok yang me-
lakukan tindak pidana penyebaran berita
bohong. Artinya seorang ahli bahasa harus
mampu menjelaskan bahwa perbuatan sese-
orang atau kelompok dalam menyebarkan
berita atau pemberitahuan bohong itu dilaku-
kan dengan cara disengaja atau tanpa paksaan
dari orang lain/tidak dalam pengaruh atau
kendali orang lain.

Unsur Menerbitkan. Dilihat dari bentuk
kata Menerbitkan yang mengandung konfiks
MeN-kan, maka makna gramatik dari konfiks
yang membentuk kata tersebut adalah mem-

buat jadi. Artinya, kata Menerbitkan ber-makna
membuat jadi terbit (ada) suatu keonaran di
kalangan rakyat. Terkait dengan unsur ini
seorang ahli bahasa tidak berkompeten untuk
menjelaskan atau menafsirkan ada tidaknya
suatu keonaran di kalangan rakyat yang terbit/
muncul/ada sebagai akibat dari adanya penye-
baran berita atau pemberitahuan bohong.
Unsur pasal Keonaran dikalangan rakyat, lebih
tepat dijelaskan oleh ahli sosiologi atau
komunikasi.

Jika ketentuan yang digunakan menjerat
pelaku tindak pidana penyebaran berita atau
pemberitahuan bohong adalah Lex Specialis,
maka ahli bahasa terlebih dahulu harus
menguraikan ketentuan Lex Specialis terkait
tindak pidana Penyebaran berita atau
pemberitahuan bohong. Adapun unsur Pasal
28 ayat (1) Jo. Pasal 45 A ayat (1) Undang-
Undang RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang RI nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:
• Unsur Setiap Orang. Bermakna bahwa

pertanggungjawaban pidana bagi pelaku
tindak pidana Penyebaran berita atau
pemberitahuan bohong dilakukan secara
individual (perorangan) bukan korporasi
atau badan hukum.

• Unsur Dengan Sengaja. Cara yang dila-
kukan seseorang atau kelompok yang
melakukan tindak pidana penyebaran
berita bohong. Artinya seorang ahli ba-
hasa harus mampu menjelaskan bahwa
perbuatan seseorang atau kelompok
dalam menyebarkan berita atau pembe-
ritahuan bohong itu dilakukan dengan
cara disengaja atau tanpa paksaan dari
orang lain/tidak dalam pengaruh atau
kendali orang lain.

• Unsur Tanpa Hak. Artinya tanpa kewe-
nangan.

• Unsur Menyesatkan. Dalam kamus Besar
Bahasa Indonesia diartikan sebagai mem-
bawa ke jalan yang salah; menyebabkan
sesat (salah jalan).
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• Unsur Kerugian Konsumen, seorang ahli
bahasa tidak berkompeten untuk mem-
berikan penjelasan, seyogyanya Unsur ini
dijelaskan oleh ahli ekonomi, karena
unsur kerugian muncul dalam konteks
transaksi.

Hal selanjutnya yang harus dilakukan oleh
Ahli bahasa dalam menangani barang bukti
terjadinya tindak pidana penyebaran berita
atau pemberitahuan bohong adalah mendu-
dukan barang bukti sebagai Tuturan konstatif
(lihat Austin 1962); dan (Bachari 2017: h. 25).
Artinya ahli harus memposisikan barang bukti
tersebut sebagai tuturan yang bisa dinilai benar
dan salahnya. Terkait dengan hal ini seorang
ahli bahasa harus melihat barang bukti sebagai
tuturan yang berdaya lokusi saja (just saying
something).

Terakhir, setelah menempatkan barang
bukti sebagai tuturan konstatif ahli bahasa
tinggal melakukan verifikasi secara faktual ter-
hadap kebenaran informasi yang terdapat di
dalam barang bukti (Marianne: 2014: h 67).
Verifikasi faktual dapat dilakukan dengan cara
membandingkan informasi yang terdapat di
dalam teks barang bukti dengan informasi yang
terdapat di dalam teks bandingan yang derajat
validitasnya diyakini lebih tinggi dibandingkan
dengan barang bukti. Sebagai ilustrasi dalam
pemeriksaan perkara tindak pidana penyebaran
berita atau pemberitahuan bohong SUNDA
EMPIRE informasi di dalam teks barang
bukti menyebutkan bahwa nenek moyang suku
Sunda berpangkal dari Alexandre the Great
yang hidup pada tahun 280 Sebelum Masehi.
Sementara di dalam teks bandingan yang
berupa buku yang ditulis oleh seorang aka-
demisi dan diterbitkan oleh Oxford Univer-
sity Press ditemukan informasi yang menyebut-
kan bahwa Alexandre the Great justru mening-
gal pada tahun 280 Sebelum Masehi. Verifikasi
kebenaran informasi dalam teks barang bukti
terbantahkan oleh adanya informasi di dalam
teks bandingan yang derajat validitasnya tentu
lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan

dengan teks barang bukti. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa informasi dalam
teks barang bukti dapat dikatakan bohong.
Selain itu verifikasi faktual dapat juga dilaku-
kan oleh ahli bahasa dengan cara melihat atau
meneliti langsung keadaan atau realita seperti
yang digambarkan barang bukti. Hal ini berarti
ahli bahasa harus membuktikan aspek literal
dan non literal sebuah informasi di dalam
barang bukti (lihat Bachari: 2015).

Munculnya Kasus Prita Mulyasari sejak
diberlakukannya UU RI No. 11 Tahun 2008
tentang informkasi dan transaksi elektronik
(ITE) merupakan kasus pidana yang menan-
dai babak baru baru dalam sistem peradilan
pidana di Indonesia. Kasus pidana yang di-
alami Prita Mulyasari melambungkan istilah
dan peran Ahli Bahasa yang memiliki andil
besar dalam sistem peradilan pidana modern
di Indonesia. Terkait dengan kasus yang di-
alaminya, Prita Mulyasari hampir selama lima
tahun merasa nasibnya diombang-ambing di
lautan hukum yang tak bertepi. Setelah lama
diombang-ambing di tengah samudera
hukum, hingga akhirnya, kisah Prita Mulyasari
berlabuh di pelabuhan kebebasan. Hal ini dapat
terjadi setelah hakim Mahkamah Agung (MA)
dalam amar putusan pamungkasnya menyata-
kan bahwa Prita Mulyasari sama sekali tidak
bersalah atas tuduhan telah melakukan peng-
hinaan dan/atau pencemaran nama baik ke-
pada RS Omni Internasional Tangerang.
Kronologi kasus Prita Mulyasari diawali ketika
pada 7 Agustus 2008 yang lalu, Prita meme-
riksakan kesehatannya di Rumah Sakit Omni
Internasional Tangerang Banten karena meng-
alami keluhan dengan suhu tubuhnya yang
dirasakan tinggi dan Prita pun merasa bagian
kepalanya, pusing. Awalnya, Prita didiagnosa
demam berdarah oleh dokter di RS Omni
Internasional, sehingga Prita disarankan untuk
diopname agar mendapat perawatan intensif
dari tim medis. Namun, bukannya membaik,
keadaan kesehatan Prita justru malah semakin
memburuk. Pada 12 Agustus 2008, Prita me-
mutuskan untuk pindah dari RS Omni Inter-
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nasional ke RS lain di daerah Bintaro pada
saat pindah ke rumah sakit di daerah Bintaro
keluarga Prita meminta hasil pemeriksaan
laboratorium yang resmi dari RS Omni
Internasional. Selanjutnya, pada 15 Agustus
2008 Prita menulis dan mengirimkan email
pribadi kepada teman terdekatnya terkait ke-
luhan pelayanan di RS Omni Internasional.
Email ini kemudian beredar luas di dunia
maya. Hal inilah yang memicu RS Omni
Internasional mengajukan gugatan hukum atas
perbuatan yang dilakukan oleh Prita. Pada
waktu itu, sebenarnya, telah dilakukan upaya
mediasi antara Prita Mulyasari dan pihak RS
Omni Internasional, tapi upaya itu mengalami
kebuntuan alias deadlock, sehingga pada 6
September 2008 RS Omni Internasional
resmi melaporkan Prita Mulyasari kepada
pihak Kepolisian dengan delik Pidana Peng-
hinaan dan/atau pencemaran nama baik se-
bagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo.
45 ayat (3) UU RI Nomor 11 tahun 2008
tentang ITE. Undang-undanng nomor 11
tahun 2008 dengan ancaman pidana enam
tahun penjara. Pada waktu itu, Undang-
undanng nomor 11 tahun 2008 merupakan
Undang-Undang yang baru beberapa hari saja
diberlakukan, sehingga dapat dikatakan
bahwa kasus Prita Mulyasari merupakan
kasus pelanggaran UU ITE pertama kali dan
langsung menyedot perhatian publik. Prita
Mulyasari ditangkap dan ditahan dengan dak-
waan melakukan pencemaran nama baik sete-
lah e-mail terkait pelayanan RS Omni Inter-
national yang ditujukan kepada teman terde-
katnya beredar luas di jagat maya. Prita Mulya-
sari diancam dengan sanksi pidana penjara
maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimal
sebesar Rp. 1 Miliar. Kontan saja kasus yang
menyeret Prita Mulyasari itu mendapat per-
hatian luas dari masyarakat Indonesia. Ber-
bagai dukungan dan sentimen positif datang
dari berbagai penjuru tanah air untuk Prita
Mulyasari. Pada 8 September 2008, rumah
sakit Omni Internasional Tangerang menang-
gapi email yang ditulis Prita Mulyasari pada

dua Harian Nasional di Indonesia. Selanjutnya,
pada 24 September 2008 RS Omni Interna-
sional secara resmi mengajukan gugatan per-
data kepada Prita Mulyasari, karena RS Omni
Internasional merasa telah dihina dan dice-
markan nama baiknya oleh Prita Mulyasari.
Pada 11 Mei 2009, Prita diputuskan kalah
dalam kasus perdata yang diajukan RS Omni
Internasional. Konsekuensinya, Prita harus
membayar ganti rugi materil sebesar Rp 161
juta dan kerugian immateril sebesar Rp 100
juta. Jadi total kerugian RS Omni Internasional
Tangerang yang harus dibayar oleh Prita Mul-
yasari sebesar Rp. 261 juta. Putusan tersebut
medorong lahirnya simpati publik tanah air
yang diwujudkan dengan aksi penggalangan
koin untuk membantu Prita Mulyasari mem-
bayar kerugian materil dan immateril kepada
RS Omni Internasional. Pada 13 Mei 2009,
Prita ditahan di Lembaga Pemasyarakatan
Wanita Tangerang, sebagai tahanan titipan ke-
jaksaan negeri Tangerang. Namun, penahanan
tersebut tak berlangsung lama sebab pada 3
Juni 2009 tepatnya pada pukul 16.20 WIB,
Prita dibebaskan dari Lembaga Pemasyara-
katan Wanita Tangerang dan harus menjalani
status baru sebagai tahanan kota. Pada 4 Juni
2009, Prita menjalani sidang perdana untuk
perkara melakukan perbuatan yang diduga
pidana penghinaan dan/atau pencemaran
nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal
27 ayat (3) Jo. 45 ayat (3) UU RI Nomor 11
tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 310/311
KUHP. Pada 25 Juni 2009, Prita diputus bebas
oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Selanjut-
nya, pada 29 September 2010, Majelis kasasi
Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Harifin
Tumpa mengabulkan permohonan kasasi
gugatan perdata yang diajukan Prita Mulyasari
melawan RS Omni Internasional, sehingga
Prita dibebaskan dari seluruh kewajiban
membayar ganti rugi materil dan imateril yang
nilainya di klaim RS Omni Internasional
Tangerang sebesar Rp 261 juta. Namun, pada
30 Juni 2011, Kasasi yang diajukan Jaksa Pe-
nuntut Umum (JPU) dikabulkan oleh
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Mahkamah Agung RI, sehingga Prita divonis
untuk menjalani hukuman penjara selama 6
bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun.
Hal tersebut berarti bahwa Prita tidak perlu
menjalani hukuman penjara dengan cacatan
Prita tidak mengulangi perbuatan yang sama
dalam jangka waktu satu tahun sejak vonis
hakim dijatuhkan kepada Prita. Putusan ini
dibuat oleh ketua majelis hakim Imam Harjadi,
Zaharuddin Utama dan Salman Luthan.
Namun di antara ketiga hakim itu, Salman
Luthan menyatakan perbedaan pendapat (dis-
senting opinion) dengan dua anggota majelis
hakim yang lain dan menyatakan bahwa Prita
tidak bersalah sehingga harus dibebaskan dari
segala bentuk tuntutan hukum. Pada 17 Sep-
tember 2012, Mahkamah Agung mengabul-
kan permohonan peninjauan kembali (PK)
atas kasus Prita Mulyasari. Mahkamah Agung
RI menganulir putusan pidana PN Tangerang
dan kasasi Mahkamah Agung, dan akhirnya
Prita Mulyasari dibebaskan. Dari proses
pengadilan perkara pidana ini penyidik setelah
menerima laporan dari RS Omni Internasional
Tangerang dengan delik aduan pidana seperti
yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) Jo.
45 ayat (3) UU RI Nomor 11 tahun 2008
tentang ITE mulai melakukan pemeriksaan
di antaranya kepada saksi-saksi yang setidak-
tidaknya mengetahui, mendengar, melihat atau
merasakan kejadian pidana yang dituduhkan
telah dilakukan oleh Prita Mulyasari. Ber-
dasarkan ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP
agar dapat mengungkap perkara pidana yang
ditanganinya menjadi terang benderang, pe-
nyidik berhak memanggil ahli untuk dimintai
pendapatnya terkait perkara yang ditangani-
nya. Mengingat barang bukti yang diajukan
oleh Pelapor dalam kasus ini adalah kalimat/
tuturan/bahasa yang digunakan oleh sdr. Prita
Mulyasari di dalam email yang disampaikan
kepada temannya itu, penyidik yang mena-
ngani kasus ini mengajukan permohonan
bantuan ahli bahasa kepada Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional. Dengan
adanya permohonan tersebut, kepala Pusat

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
menugaskan Dr. Sriyanto sebagai ahli bahasa
yang ditugasi memberi keterangan yang
dibutuhkan oleh penyidik untuk membuat
terang benderang perkara yang ditanganinya.
Ahli bahasa yang sama juga dihadirkan oleh
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sriyadi, S.H. di
dalam persidangan kasus Prita Mulyasari.
Tidak ada keterangan resmi yang menjelaskan
bagaimana kinerja akademik yang dilakukan
oleh Dr. Sriyanto dalam menangani barang
bukti kebahasaan yang dijadikan dasar adanya
laporan delik pidana penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik sebagaimana diatur
dalam dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. 45 ayat (3)
UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE
Jo. Pasal 310/311 KUHP. Dalam konteks
hukum Indonesia, data kebahasaan yang
dijadikan sebagai barang bukti terjadinya
dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik merupakan hal baru
yang disorot oleh banyak pihak di tanah air.
Publik tanah air merasa was-was dengan an-
caman hukuman dalam pasal yang dipersang-
kakan kepada Prita Mulyasari, yaitu pasal 45
ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor
11 tahun 2008 tentang ITE, yaitu kurungan
penjara selama 6 tahun dan/atau denda mak-
simal sebesar Rp. 1 Miliar.

Dengan pasal tersebut yang memiliki
ancaman hukuman pidana yang lebih dari 5
tahun, dapat membuat seseorang yang di-
laporkan dengan pasal ini ditahan oleh polisi
(penyidik dapat menahan seseorang dalam
proses penyidikan perkara pidana di antara-
nya dengan alasan objektif apabila pasal yang
dipersangkakan kepada tersangka lebih dari
5 tahun hukuman penjara). Publik tanah air
banyak yang menilai bahwa pasal yang diper-
sangkakan kepada Prita Mulyasari adalah
pasal karet karena di dalam ketentuan tersebut
tidak dijelaskan secara rinci dan objektif ten-
tang apa yang dimaksud dengan penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik, sehingga
delik pidana tersebut batasnya menjadi tidak
objektif, dan terkesan sangat subjektif. Hal
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ini sangat berbahaya, sebab alih-alih menyam-
paikan kritik, seseorang malah bisa dituduh
telah melakukan perbuatan pidana penghina-
an dan/atau pencemaran nama baik yang
berujung pada hukuman pidana penjara. Hal
tersebut benar-benar sangat ditakutkan seba-
gai ancaman terhadap kehidupan demokrasi
di Indonesia. Masyarakat Indonesia merasa
dikekang kebebasan berekspresinya oleh ke-
tentuan yang diatur dalam pasal tersebut.
Kasus Prita Mulyasari inilah yang menjadi
pemicu lahirnya revisi UU RI Nomor 11
tahun 2008 tentang ITE khususnya pada pasal
27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3). Hasil revisi
yang disetujui oleh DPR kemudian dituangkan
dalam bentuk lahirnya UU baru, yaitu UU RI
No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI
Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Dalam
undang-undang baru tersebut hukuman pidana
yang diatur dalam pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal
45 ayat (3) berubah menjadi 4 tahun, sehingga
polisi tidak bisa lagi melakukan penahanan
terhadap seseorang yang dituduh telah melang-
gar ketentuan yang diatur pada pasal tersebut.
Dalam konteks pemeriksaan kasus ini, ahli
bahasa yang dimintai keterangan oleh penyidik
dituntut untuk menjelaskan makna atau mak-
sud kalimat (bahasa) yang digunakan oleh Prita
Mulyasari dalam email yang dikirimkan kepada
teman terdekatnya itu.

Sepanjang sepengetahuan saya, Dr.
Sriyanto adalah sejawat yang memiliki kapasi-
tas yang baik dan layak untuk berperan sebagai
ahli bahasa dalam perkara tersebut. Bahkan,
dapat dikatakan bahwa Dr. Sriyanto termasuk
bahasawan pionir di Indonesia yang berperan
aktif di dalam praktik peradilan pidana di
Indonesia. Namun, untuk kasus ini, saya tidak
memperoleh informasi terkait kinerja yang
dilakukan oleh Dr. Sriyanto, khususnya yang
terkait dengan teori dan metode apa yang di-
gunakan oleh Dr. Sriyanto dalam memberi-
kan keterangan kepada penyidik berkenaan
dengan barang bukti yang digunakan dalam
perkara ini. Dalam konteks ini, email yang
merupakan perwujudan penggunaan bahasa

oleh Prita Mulyasari diposisikan sebagai
instrumenta delicti, yaitu tuturan atau kalimat
yang digunakan sebagai alat untuk melakukan
tindak pidana penghinaan dan/atau pence-
maran nama baik. Dalam konteks hukum di
Indonesia, terdapat hukum formil yang me-
ngatur ketentuan terkait Penyebaran pemberi-
tahuan dan/atau Berita Bohong. Ketentuan
tersebut diatur melalui dua rujukan per-
undang-undangan. Priambodo (2019 h. 135)
menyatakan bahwa Tindak Pidana Penyebar-
an Berita Bohong diatur melalui dua rujukan
perundang-undangan Pertama, secara general
Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong
diatur secara Lex Generalis ( KUHP, diatur
dalam Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 15 Undang-
Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang Per-
aturan Hukum Pidana (Bachari, 2020 h85).
Adapun ketenyuan yang mengatur mengenai
tindak pidana Penyebaran Pemberitahuan/
Berita Bohong, berbunyi seperti berikut:

Pasal 14.
Barang siapa, dengan menyiarkan berita
atau pemberitahuan bohong, dengan se-
ngaja menerbitkan keonaran dikalangan
rakyat, dihukum dengan hukuman pen-
jara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
(2020: h 87)

Pasal 15.
Barang siapa menyiarkan kabar yang
tidak pasti atau kabar yang berkelebihan
atau yang tidak lengkap, sedangkan ia
mengerti setidak-tidaknya patut dapat
menduga, bahwa kabar demikian akan
atau mudah dapat menerbitkan keonaran
dikalangan rakyat, dihukum dengan
hukuman penjara setinggi-tingginya dua
tahun.

Sementara itu, Secara Lex Specialis Tin-
dak Pidana Penyebaran pemberitahuan dan/
atau Berita Bohong diatur dalam Pasal 28 ayat
(1) Jo. Pasal 45A Undang-undang RI Nomor
11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-undang RI nomor 11 Tahun 2008
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tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Aryadi,2019: h. 123) adapun. Pasal 28 ber-
bunyi seperti berikut:

Pasal 28
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa
hak menyebarkan berita bohong dan me-
nyesatkan yang mengakibatkan kerugian
konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Pasal 45A
Setiap Orang yang dengan sengaja dan
tanpa hak menyebarkan berita bohong
dan menyesatkan yang mengakibatkan
kerugian konsumen dalam Transaksi Elek-
tronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (1) dipidana dengan pidana pen-
jara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja dan
tanpa hak menyebarkan informasi yang di-
tujukan untuk menimbulkan rasa kebencian
atau permusuhan individu dan/atau kelom-
pok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,
agama, ras, dan antargolongan (SARA) seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jo
Pasal 45 A dipidana dengan hukuman penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda
paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

METODE PENELITIAN
Model Pengembangan metode yang di-

gunakan dalam penelitian ini adalah Model

Pengembangan, yaitu suatu penelitian yang
bertujuan untuk mengembanngkan suatu
model, konsep, Produk, dan/atau pendekat-
an Pada metode penelitian dan pengembang-
an memiliki beberapa jenis model. Terkait
dengan hal tersebut Penelitian ini mengguna-
kan pengembangan model Pembuktian Pidana
Bohong dalam Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia, yaitu suatu model yangberisi lang-
kah-langkah untuk menangani data kebahasa-
an (Tuturan) yang digunakan sebagai alat
kejahatan instrumenta delicti ( Bachari, 2020: h
77), Pengembangan model pembuktian Pidana
Penyebaran bohong mencakup empat tahap
utama yaitu: Define (Pendefinisian), Design (Pe-
rancangan), Develop (Pengembangan) dan  Dis-
seminate (Penyebaran) model ini dipilih dengan
tujuan bertujuan untuk menghasilkan seperang-
kat konsep berupa langkah-langkah atau pe-
tunjuk yang dapat digunakan untuk memerika
tuturan yang dijadikan sebagai alat bukti
(instrumenta delicti) dalam penangan perkara pe-
nyebaran berita atau pemberitahuan bohong,
baik yang diatur dalam UU ITE, maupun yang
diartur di dalam KUHP.

ANALISIS DAN HASIL
Penelitian ini telah dilaksanakan dengan

menganalisis beberapa perkara Pidana Penye-
baran berita bohong yang dijadikan sebagi
unit analisis data dalam penelitian ini. Hasil
analisis data telah berhasil membentuk Skema
Pembuktian Penyebaran Berita bohong dalam
Sistem Peradilan di Indonesia yaitu sebagai
berikut:
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SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disim-

pulkan bahwa pembuktian delik pidana Pe-
nyebaran berita/pemberitahuan bohong
hanya dapat dilakukan melalui kerangka ana-
lisis tindak tutur. Dalam hal ini tuturan yang
dijadikan sebagai barang bukti delik pidana
penyebaran berita/pemberitahuan bohong
harus ditempatkan sebagai tuturan konstatif.
Dengan status sebagai tuturan konstatif maka
tutran tersebut dapat ditentukan benar dan
salahnya. Teknik pembuktian benar dan
salahnya di dalam pembuktian barang bukti

dapat dilakukan dengan cara melakukan
komparasi teks barang bukti dan teks pem-
banding yang derajat validitasnya lebih tinggi.
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